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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program JKN pada BPJS 
Kesehatan terhadap masyarakat pengguna Program JKN dan faktor/ kendala yang 
menghambat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 
BPJS Kesehatan terhadap masyarakat pengguna Program JKN di BPJS Cabang 
Surakarta. Metode penelitian merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis 
secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
Program JKN pada BPJS Kesehatan terhadap masyarakat pengguna oleh Pihak 
Pemerintah dalam BPJS Kesehatan sebagai pelaksana telah berupaya maksimal 
dengan sosisalisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, namun butuh proses 
dan waktu untuk mewujudkan keseluruhan masyarakat terjamin dalam Program 
ini, dimana sejauh ini program cukup mengalami progres yang signifikan dan 
sangat baik, yaitu mencapai 96,60% keanggotaannya. Kendala yang menghambat 
pelaksanaan Program JKN antara lain masyarakat tidak datang saat adanya 
sosialisasi,peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah meninggal, tapi tidak ada 
laporan kematian sehingga datanya tidak update, peserta JKN terutama peserta 
PBI merasa dikesampingkan dalam mendapatkan pelayanan fasilitas 
kesehatan,dan terbatasnya sumber daya manusia pada BPJS Kesehatan. 
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Abstract 
This study aims to determine the implementation of the JKN Program on BPJS 
Health for the JKN Program users and the factors/constraints that hinder the 
implementation of the National Health Insurance Program (JKN) at the BPJS 
Health for the JKN Program users in the BPJS Surakarta branch. The research 
method is a descriptive empirical juridical research. Data sources consist of 
primary and secondary data. Data collection method through literature study and 
interview, then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that 
the implementation of the JKN Program for BPJS Health for the user community 
by the government in the BPJS Health as the implementer had made maximum 
efforts with socialization and increased public awareness, but needed the process 
and time to realize the entire community guaranteed in this Program, where so far 
the program was sufficient experienced significant and very good progress, 
reaching 96.60% of its membership. The constraints that hampered the 
implementation of the JKN Program included the community not coming at the 
time of socialization, the participants of the Contribution Assistance (PBI) who 
had died, but there were no reports of deaths so that the data was not updated, 
JKN participants, especially PBI participants felt excluded in obtaining health 
care services, and limited human resources at BPJS Health. 
 





Pelayanan kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi masyarakat indonesia 
dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijaminkan oleh 
Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3)serta 
dalam Pasal 34ayat (2). 
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
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Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini tentang tingkat kesehatan 
dalam masyarakat adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan namun juga terjadi di 
pedesaan sehingga muncul kata dalam masyarakat bahwa orang miskin dilarang 
sakit. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. 
Faktor penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang relatif rendah yang 
menyebabkan keterbatasan informasi, misalnya tentang aturan hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan medis agar dapat 
terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti pelayanan dari tenaga medis yang 
kurang menyenangkan, malpraktik, dan lainnya. 
Berdasarkan beberapa faktor di atas, membuat pemerintah melahirkan atau 
membuat program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang dikenal 
dengan istilah Jamkesmas. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah 
program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan 
tidak mampu dan diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang 
dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi 
masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin juga dapat merasakan pelayanan 
kesehatan ketika mengalami sakit. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses 
dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh warga miskin dan tidak mampu 
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BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah 
untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 
Usaha Lainnya ataupun rakyat biasa.
3
 
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program 
pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang 
menyeluruh bagi setiap masyarakat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, 
dan Sejahtera. Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan. Implementasi program JKN oleh BPJS 
Kesehatan dimulai sejak 1 Januari 2014.
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Sementara itu, di Kota Surakarta terutama pada BPJS Kesehatan 
Surakarta, mulai tahun 2014 Program JKN mulai diterapkan, peserta JKN-KIS 
ada dua kategori yaitu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan NON PBI. 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan tidak mampu sebagai 
peserta program jaminan kesehatan. Sedangkan Peserta Non PBI Jaminan 
Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak 
mampu. 
Implementasi program JKN pada awal pelaksanaannya mengalami 
beberapa kendala seperti belum semua penduduk tercakup menjadi peserta, 
distribusi pelayanan kesehatan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan 
yang bervariasi, sistem rujukan serta pembayaran yang belum optomal. 
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Ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kondisi geografis yang 
sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan kesehatan 
antara kelompok masyarakat (DJSN, 2012).
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Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang 
diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era/reformasi merupakan harapan 
seluruh masyarakat namun perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan 
yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan 
bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian 
ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik yang lamban 
dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak 
disoroti. Dalam bidang layanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan 
menetapkan standar pelayanan publik dalam mewujudkan standart pelayanan 
publik yang cepat, murah dan transparan. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan 
sistem dan prosedur pelayanan yang kurang efektif, berbelit-belit, lamban, tidak 
merespon kepentingan pelanggan, dan lain-lain adalah sederetan atribut negatif 
yang dilimpahkan kepada birokrasi.
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Kurangnya implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut 
juga dipicu dari pihak masyarakatnya yang kurang mengetahui akan pentingnya 
mengikuti program yang diadakan pemerintah tersebut, dengan kata lain 
masyarakat sudah lebih dulu beranggapan bahwa pelayanan yang akan diberikan 
akan lambat, sehingga masyarakat lebih memilih untuk merogoh kocek dari 
kantong sendiri ketika sedang mengalami sakit, padahal pemerintah juga telah 
memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, seperti 
Jamkesmas, namun ada juga masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu 
JKN tersebut, justru kebanyakan yang terjadi sekarang orang yang seharusnya 
mampu juga menjadi peserta JKN (Jamkesmas). 
Melihat masih banyaknya fenomena tersebut, hal seperti itu bisa dipicu 
dari kurangnya sosialisasi baik dari penyelenggara program jaminan (BPJS) 
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kepada masyarakat tentang pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
Pendataan yang harus benar-benar teliti untuk melihat apakah masyarakat ini 
tergolong masyarakat miskin yang harus menjadi peserta JKN (Jamkesmas) atau 
menjadi peserta JKN yang setiap bulannya harus membayar premi dari sebagian 
pendapatannya.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik  untuk melakukan penelitian 
dengan rumusan masalah sebagai berikut 1)  Bagaimana implementasi Program 
JKN pada BPJS Kesehatan terhadap masyarakat pengguna program JKN di BPJS 
Cabang Surakarta, 2) Faktor atau kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan 
program jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan terhadap 
masyarakat pengguna program JKN di BPJS Cabang Surakarta.   
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis 
maupun praktis, antara lain: (1) Manfaat teoritis, penelitian ini dapat menjadi 
bahan literatur dan membantu dalam proses pengembangan keilmuan serta 
memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang sosial khususnya tentang 
Jaminan Kesehatan Nasional, (2) Manfaat praktis, yaitu (a) Bagipeneliti, 
diharapkan bisa memberikan pemahaman serta wawasan baru tentang program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menambah pengalaman serta 
keterampilan dalam melakukan penelitian sehingga nantinya dapat memahami 
sepenuhnya serta dapat menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat, 
(b) Bagi BPJS, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 
serta kajian terkait tentang implementasi Program JKN di BPJS Cabang Surakarta 
sehingga kedepannya dapat dijadikan perbaikan dan saran untuk 
menyempurnakan implementasi kebijakan dimasa yang akan datang, (c) Bagi 
masyarakat, memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang 
Implementasi Program jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan oleh 
pemerintah melalui BPJS Kesehatan sehingga dapat meningkatkan ketertarikan 







Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu 
metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata 
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Jenis 
penelitian termasuk penelitian deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek tertentu.
7
Sumber 
data terdiri dari data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti 
dari sumber penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara langsung 
dengsan subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
lansung seperti melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan 
literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.
8
 Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. kemudian data 
dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS 
Kesehatan terhadap Masyarakat Pengguna Program JKN di BPJS 
Cabang Surakarta 
3.1.1 Sosialisasi  
Sosialisasi kebijakan JKN merupakan salah satu permasalahan yang cukup berat, 
mengingat bahwa dalam waktu singkat serta resources yang kurang memadai 
kebijakan JKN ini harus disampaikan kepada masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan, 
implementasi dapat dilakukan dengan cara: (1) terjun langsung ke lapangan misal 
ke kecamatan, kelurahan. Pihak BPJS menjelaskan ke instansi dari kelurahan, 
kecamatan agar dapat disampaikan ke masyarakat sedangkan medianya bisa 
melalui cetak dan elektronik, tatap muka dan pesentasi, (2) tatap muka secara 
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langsung ke masyarakat masih jarang dilakukan oleh BPJS, (3) bekerjasama 
dengan instansi Pemerintah Kota untuk melakukan sosialisasi tentang JKN-KIS. 
Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 
yaitu dengan menargetkan seluruh warganya tercover dalam program Jaminan 
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) paling lambat awal 
Februari 2018 baik secara mandiri maupun PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang 
dibiayai oleh Pemerintah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian 
kerjasama oleh Walikota Surakarta dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Surakarta pada hari Rabu 17 Januari 2018 di Balai Kota Surakarta. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional seiring dengan berjalannya program JKN-KIS, 
diharapkan pada 01 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar 
dalam program JKN-KIS atau Universal Health Coverage. Pemerintah 
menetapkan bahwa untuk dapat dikatakan Universal Health Coverage setidaknya 
perlu 95% penduduk sudah terdaftar dalam program JKN-KIS. 
Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh WaliKota Surakarta, di 
Indonesia khususnya di Kota Surakarta ada 3 kategori dari rentan miskin, miskin 
dan sangat miskin. Kategori rentan miskin inilah yang mempunyai jumlah cukup 
banyak, sehingga Pemerintah Kota Surakarta mengambil inisiatif kebijakan untuk 
menanggung warga yang masuk kategori rentan miskin menjadi Peserta Penerima 
Bantuan Iuran Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu 
Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pemberian kartu JKN-KIS dari dana APBD Kota 




Implementasi program yang dilakukan pihak BPJS diatas beda halnya 
dengan yang dirasakan pihak pasien atau peserta, seperti: (1) Pemahaman 
masyarakat terutama pasien tentang program JKN masih kurang, hal ini 
didapatkan bukan dari sosialisasi melainkan hanya dari mulut ke mulut yang 
menimbulkan masyarakat berfikir negatif terlebih dahulu tentang Program JKN; 
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(2) Saat pihak BPJS Kesehatan memberikan informasi tentang Program JKN 
waktunya selalu tidak tepat, misalnya masyarakat masih ada yang bekerja 
sehingga tidak bisa datang ke sosialisasi yang dilakukan pihak BPJS; (3) Pihak 
dari BPJS hanya menginformasikan Program JKN tanpa bertatap muka langsung 
dengan masyarakat; (4) Kebanyakan pasien atau peserta JKN terutama peserta 
PBI mengeluhkan pelayanan yang diberikan pihak puskesmas maupun rumah 
sakit, seperti tidak ramahnya pegawai, memperoleh pelayanan yang lambandan 
sebagainya. 
Berdasarkan data pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan pada bulan 
Mei, Jumlah peserta JKN-KIS Kota Surakarta sudah mencapai 96,60% dengan 
capaian kepesertaan per kabupaten berdasarkan entitas atau domisili per 1 Mei 
2018 yaitu jumlah peserta dengan PBI APBD 114.776 orang, PBI APBN 159.462 
orang, PPU 151.866 orang, PBPU 85.938 orang, BP 31.607 orang, dengan Total 
543.649 orang dari 562.801 Penduduk Surakarta, jadi yang belum menjadi peserta 
JKN-KIS sekitar 19.152 orang.
10
 
3.1.2 Prosedur Pelayanan Kesehatan JKN 
Sosialisasi yang dilakukan dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yaitu 
dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa “Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan 
kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku” . Dalam hal 
ini peserta dijamin memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan 
program jaminan sosial yang diikuti, terutama jaminan kesehatan untuk program 
JKN bagi peserta PBI. 
3.1.3 Prosedur Kepesertaan dari Jamkesmas ke JKN 
Menurut hasil wawancara dari pihak BPJS, pelayanan untuk pengurusan 
kepesertaan PBI Sebenarnya pihak dari BPJS Kesehatan hanya menerima laporan 
pendataan yaitu data yang memuat masyarakat tidak mampu atau fakir miskin 
yang tergolong menjadi peserta PBI. Yang bertanggung jawab mengenai 
pendataan mulai dari RT,RW,Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial (Daerah), 
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Dinas Sosial (Provinsi) dan Kementerian Sosial, kemudian diserahkan kepada 
Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan anggarannya, jadi yang mendata 
Kementerian Sosial dan yang menetapkan anggaranya Kementerian Kesehatan, 
lalu Kementerian Kesehatan mengintegrasikan atau disetorkan ke BPJS Kesehatan 
untuk dikelola datanya dan dicetakkan kartunya agar dapat diakses,sehingga 
adanya perjanjian kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan 
dan BPJS Kesehatan Pusat. 
Apabila program bagi peserta PBI salah sasaran maka yang 
bertanggungjawab bukanlah pihak dari BPJS Kesehatan melainkan Dinas Sosial 
yang bertanggung jawab atas pendataan. Pihak BPJS hanya sebatas 




Hasil wawancara beberapa pasien masyarakat miskin pemegang kartu 
JKN-KIS masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain 
yaitu terkait dengan pelayan administrasi, perawat, dokter, sarana, dan prasarana, 
obat, biaya dan layanan rumah sakit lainnya. Berdasarkan hasil wawancara 
adapun beberapa peserta JKN-KIS yang ditolak rumah sakit dengan alasan tidak 
ada surat rujukan terlebih dahulu dari klinik maupun dari Puskesmas. Adapun 
juga alasan penolakan bahwa kamar penuh, hal tersebut berdampak pada 




Sebenarnya tidak ada yang membedakan pelayanan kesehatan yang 
diberikan sesuai dengan kebutuhan Standar Dasar Kesehatan yang diperlukan 
terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi “jaminan kesehatan diselenggarakan 
dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”. Dan 
apabila ada peserta yang menginginkan obat-obatan atas dasar kemauan sendiri 
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berarti peserta harus ikut serta membayar obat yang diinginkan tersebut, hal ini 
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) bahwa “untuk jenis pelayanan yang dapat 
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya”. 
 
3.2 Faktor atau Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan terhadap Masyarakat 
Pengguna Program JKN di BPJS Cabang Surakarta 




Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor atau 
penyebab yang muncul dari luar lingkungan BPJS Cabang Surakarta, yaitu: 
(1) Masyarakat tidak datang saat adanya sosialisasi dari pihak BPJS kesehatan 
cabang Surakarta.Kepala Unit dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Surakarta 
meminta kepada kepala kelurahan maupun kecamatan untuk menyampaikan 
secara langsung mengenai Program JKN kepada masyarakat di daerah masing-
masing; (2) Peserta Penerima Bantuan Iuran sudah meninggal tapi tidak ada 
laporan kematian, sehingga datanya tidak update.Kepala Unit Pelayanan Peserta 
BPJS Cabang Surakartamenghimbau kepada kelurahan untuk melaporkan 
pendataan yang baru kepada pihak BPJS Kesehatan Cabang Surakarta; (3) Pihak 
peserta JKN terutama peserta PBI merasa bahwa peserta JKN-KIS yang tidak 
berbayar lebih diksesampingkan pelayanan untuk mendapatkan fasilitas 
kesehatan. Kepala Unit Pelayanan Peserta BPJS Cabang Surakarta beranggapan 
bahwa apakah peserta telah melaksanakan prosedur yang harus dijalankan, 
prosedur bagi peserta PBI jika berobat pertama kali harus melalui FKTP seperti 
dokter keluarga, klinik, atau puskesmas yang dipilih sesuai dengan pilihan peserta 
yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Maka dilihat dulu dari sisi pihak 
peserta Apabila memang benar-benar tidak bisa dilayani maka bisa dirujuk ke 
rumah sakit, itupun juga dengan kompetensi rumahsakit karena indikasinya dari 
medis bukan keinginan dari pesertanya sendiri ingin dirujuk kerumahsakit mana. 
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Kecuali apabila dalam keadaan gawat dan darurat yang menyebabkan kematian 
dan cacat boleh langsung dibawa ke rumahsakit. 
Jika masyarakat peserta PBI masih merasa kepentingan atau pelayanannya 
tidak sesuai dengan aturan yang ada. maka dari peserta bisa memberikan saluran 
informasi atau saluran pengaduan pada Kantor BPJS Kesehatan melalui call 
center 24 jam. Agar pihak dari BPJS Kesehatan dapat menelusuri tentang aduan 
yang diberikan dan memberi surat teguran kepada rumahsakit apabila memang 
lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka perlu dihimbau kepada 
masyarakat pengguna Program JKN-KIS terutama peserta PBI untuk dapat 
memberanikan diri menyuarakan pendapat atau aspirasi tentang pelayanan yang 
dirasakan. Jadi adanya timbal balik dan komunikasi antara BPJS Kesehatan 
dengan peserta agar saling mengawasi sehingga program dapat berjalan dengan 
baik.  
Kedua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor atau penyebab 
yang muncul dari dalam lingkungan BPJS Cabang Surakarta, yaitu terbatasnya 
sumber daya manusia di BPJS Cabang Surakarta. Sahnya suatu hukum tergantung 
dari kesadaran hukum dari masyarakat tentang proses penerapan daripada hukum 
positif tertulis, sehingga berjalannya suatu kaidah intinya terdapat pada kesadaran 
hukumnya. Dengan hal ini untuk pengimplementasian suatu program JKN-KIS 
pada masyarakat PBI perlu adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya program tersebut, karena suatu kaidah atau aturan dibentuk dengan 
tujuan dan maksud untuk membuat masyarakat lebih dijamin kesehatannya, 
sehingga dalam hal ini peran masyarakat atau kesadaran hukum dari masyarakat 
diperlukan. 
Mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya manusia mempunyai 
kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Maka perlu adanya patokan 
tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, dalam hal ini yang menjadi patokan 
atau pedoman untuk menjalankan Program JKN ini adalah Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945, Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Undang-Undang No24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial,Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan 
Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.  
Terealisasinya kaidah hukum yang ada dapat berjalan apabila adanya 
hubungan baik antara yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah (BPJS 
Kesehatan) kepada masyarakat. Jadi terjadinya kepatuhan hukum tergantung pada 
baik buruknya interaksi yang dilakukan dari pihak BPJS Kesehatan terhadap 
masyarakat, misalnya pada sosialisasi pihak BPJS untuk memberikan informasi 
pada masyarakat mengenai Program JKN termasuk kepada masyarakat yang 
tergolong peserta PBI lebih ditingkatkan lagi. 
Menurut teori Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) Faktor hukum, (2) Faktor penegakan 
hukum, (3) Faktor sarana atau failitas pendukung, dan (4) Faktor masyarakat.
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Menurut penulis kendala yang telah dialami BPJS terdapat 2 faktor yang 
menjadi kendala dalam mengimplementasikan program JKN yaitu: faktor sarana 
atau fasilitas pendukung yaitu kurangnya sumber daya manusia dari BPJS 
Kesehatan sehingga kurang maksimal dalam memberikan informasi secara 
langsung kepada masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu faktor dari masyarakat 
seperti saat pihak BPJS akan melakukan sosialisasi, masyarakat sendiri banyak 
yang masih melakukan kegiatan bekerja sehingga tidak bisa datang saat pihak 
BPJS melakukan sosialisasi.  
Sementara itu, untuk sosialisasi ke masyarakat, Dinas Kesehatan dan BPJS 
Kesehatan saling bekerja sama untuk memberikan sosialisasi dengan cara 
mendatangi setiap kelurahan di Surakarta kemudian mengundang tokoh-tokoh 
masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang BPJS termasuk anggota  
PBI, bagaimana persyaratannya, pendaftaran, pelayanan kesehatan apa yang 
diberikan. 
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Pertama, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS 
Kesehatan terhadap Masyarakat Pengguna Program JKN di BPJS Cabang 
Surakarta. Pihak Pemerintah dalam BPJS Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan 
sudah berupaya maksimal untuk memberikan sosisalisasi dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat, namun memang butuh proses dan waktu yang tidak singkat 
untuk mewujudkan keseluruhan masyarakat Indonesia terjamin dalam Program 
JKN ini. Namun untuk sejauh ini program JKN di Surakarta cukup mengalami 
progres yang signifikan dan sangat baik, yaitu mencapai 96,60% keanggotaannya. 
Untuk pengurusan kepesertaan PBI sebenarnya pihak dari BPJS Kesehatan 
hanya menerima laporan pendataan yaitu data yang memuat masyarakat tidak 
mampu atau fakir miskin yang tergolong menjadi peserta PBI. Yang bertanggung 
jawab mengenai pendataan mulai dari RT,RW,Kelurahan, Kecamatan, Dinas 
Sosial (Daerah), Dinas Sosial (Provinsi) dan Kementerian Sosial, kemudian 
diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan anggarannya.Jadi 
yang mendata Kementerian Sosial dan yang menetapkan anggarannya 
Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Kesehatan mengintegrasikan atau 
disetorkan ke BPJS Kesehatan untuk dikelola datanya dan dicetakkan kartunya 
agar dapat diakses,sehingga adanya perjanjian kerjasama antara Kementerian 
Sosial, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Pusat. 
Pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh peserta PBI cukup baik, namun 
masih terdapat kelemahan dalam mengimplementasikannya, misalnya pada 
pelayanan di Puskesmas maupun klinik tertentu cenderung masih berbelit-belit 
dan kurang ramah terutama kepada pasien atau peserta PBI sehingga masyarakat 
yang terdaftar menjadi peserta PBI merasa diabaikan oleh pemerintah, padahal 
dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa JKN melalui BPJS 
Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa adanya tindakan 
diskriminatif atau membeda-bedakan pasien. 
Kedua, faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan terhadap masyarakat 
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pengguna Program JKN di BPJS Cabang Surakarta antara lain:  
(1) Masyarakat tidak datang saat adanya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan 
Cabang Surakarta; (2) Peserta Penerima Bantuan Iuran sudah meninggal tapi tidak 
ada laporan kematian, sehingga datanya tidak update; (3) Pihak peserta JKN 
terutama peserta PBI merasa bahwa peserta JKN-KIS yang tidak berbayar, lebih 
diksesampingkan pelayanan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan; dan (4) Pihak 
BPJS terbatas sumber daya manusianya. 
4.2 Saran 
Pertama, kepada BPJS, penerapan program JKN melalui BPJS Kesehatan harus 
dilakukan perbaikan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat terutama untuk 
masyarakat kurang mampu atau fakir miskin, agar mereka merasakan kepedulian 
dari pemerintah melalui program ini.  
Kedua, kepada penyelenggara kesehatan seperti klinik, Puskesmas, dan 
rumah sakit harus menyadari peran dan tanggung jawab dengan baik sehingga 
pelayanan kesehatan yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan 
agar masyarakat terutama peserta atau pasien PBI merasakan kenyamanan 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
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